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LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

putusan Menteri
Nomor 119 Tahun 1998 tentana Ruang
Jeni @vniﬁ Retribusi Daerah Tinakat
1naka LI‘ maka Retribusi
ijenis Re '“1%L Daerah Tinakat I

Maenimbang IS, bfhW“ dengan telah ditetapkan K¢

am Neqger

linakup

5. bahwa untuk memunaut retribusl sebagaimansa
huruf a pe rlu diatur dengan

Menalnaat 1. Undana-undandg Noma P 7 Tahun 1965 tentanag
Pembantukan Dasrah Tiﬁﬁbﬂt IT Sarolanaun Banako
dan Daersh Tinagkat II Taniung Jabung. (Lembar
Negara Republik Indonssias ”ahun 1965 Nomor 5

dengan menaguban Undana~undang Nomor 12 Tahun

tentanag Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

Fropinsi Sumatera Tenaah (Lembaran Nedara ;

lik Indonesia Tahun 1956 Namor 25):
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Undana-undang Nomar 8 Tahun 1981 tentana Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indone
W“*uw 1981 Nomor &. Tambahan Lembaran Negara

ndoneslia Nomor 3209)

|
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?

e ndang Nomorr 18 Tahun 1L.QOF tantandg

1a@r&h dan Retribusi Daerah (Lembaran
publik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41.

gmbaran Negara Republik Indonssia
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Undana~undana Nomor 22 Tahun 1999 tentana
pemerintahan Daerah (Lembaran Necara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran
Neaara Republik Indonesia Nomor 3839):

Undana-undana Nomor 25 Tahun 1999 tentana
Perimbanaan Keuanaan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Nedgara Republik
Indonesia Nomor 3848):

Undana~undana Nomor 43 Tahun 1999 tentana
Perubahan atas undana-undana Nomor 8 Tahun 1974
tentana vokok-pokok Kepeaawaian (Lembaran Neaara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambanan
Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 3890):

Undana-undana Nomar 54 Tahun 1999 tentandg
pembentukan Kabupaten Sarolanaun. kabupaten Tebo.
Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanijuma
Jabuna Timur (Lembaran Neaara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Neaara
Republik Indonesia Nomor 3903):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentand
Pelaksanaan Undana-undana Nomor 8 Tahun 1981
Tentana Hukum Acara Pidana {(Lembaran Neaara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan
Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 3258):

peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Neaara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 35. Tambahan Lembaran
Neaara Republik Indonesia Nomor 3692):

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 ten=
tana Tehnik Penvusunan Peraturan Perundana-
undanaan. bentuk Rancanaan Undana~undana. rancan-
aan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.
(Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 70):

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1986 tentana Ketentuan Umum menaenai Penvidik
Peaawai Neaeri Sipil di Linakunaan Pemerintah
Daerah jo Keoutusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 4
Tahun 1997 tentana Penvidik Peqawai Neaeri Sipil
di linakunaan Pemsrintah Daarain:

12. Keputusan .......-



Menetapkan
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12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman tata Cara Pemunagutan
Retribusi Daerah:

13. Keputusan Menteri Dalam Nedgeri Nomor 175 Tahun
1997 tentana Tata cara pemeriksaan dibidang
Retribusi Dasrah:

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang ruang linakup dan denis-ienis

Retribusi Daerah Tingkat I dan Dasrah Tingkat II1:

15. Keputusan Menteri Dalam Neasri Nomor 147 Tabun
1998 tentana Komponen Penetapan Tarif Retribusi:

Denaan RPersetuiuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO
MEMUTUSKAN :

= PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI PASAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini. vang dimaksud dengan

a. Kabupaten adalah Kabupaten Meranain:
L. Pamerintah  adalah Pemerintah Kabupaten Merangin:

Bupati adalah Bupati Merandin:

(]

d. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten
Meranain:

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan
Kabupaten Meranain:

@

. ¥as adalah Kas Pemerintah Kabupaten Meranain:

a. Peiabat adalah Pegawal vang diberi tuaas tertantu
dibidana Retribusi Daerah sesual denaan Peraturan
Perundana~-undanagan vana berlaku.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar .
vana selaniutnva dapat di sinogkat SKRDLB. adalah
surat keputusan vang menentukan jumlah kelebihan
pembavaran retribusi karena dumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi vang
terutana atau tidak seharusnva terutana:

Surat Taaihan Retribusi Daerah. vana sslanijutnva
dapat disinakat STRD. adalah surat untuk
melakukan taaihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunaa atau denda:

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain
vand dipersamakan. SXRDKET dan SKRDLB vana
diaijukan aleh Waijiib retribusi:

Badan adalah suatu bentuk wusaha vang meliputi
pgrseroan terbatas. perseroan komanditer.
persercan lainnva. badan usaha milik negara atau
daerahn denaan nama dan bentuk apapun.
persekutuan. parkumpulan. firma. konasi.
koperasi. vavasan atau organisasi vana seijenis.
iembaga. dana pensiun. bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnva:

Pemeriksaan adalah seranakalian kealatan untuk
mencari. menaumpulkan dan menaslola data dan atau
keteranaan lainnya dalam ranaka penaawasan
kepatuhan pamenuhan kewaiiban Retribusi
berdasarkan peraturan dan perundana-undanaan

Retribusi Daerah:

Penvidikan Tindak pidana di bidana retribus
Dasrah adalah seranakaian tindakan vanag i
lakukan aleh penvidik Pegawai Neari Sipil vana
selaniutnya di sebut Penvidik. untuk mencari
serta mengumpulkan bukti vana denagan bukti itu
membuat terana tindak pidana dibidana retribusi
Daerah vana terjadi serta menemukan tersanaka.

BAB II
NAMA. OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Denaan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas
pelavanan penvediaan fasilitas pasar tradisional/
sederhana berupa halaman/pelataran. los dan atau
kios dan dikelola oleh Bupati. dan khusus disediakan
untuk pedadgand.

(1) Obiels <. s is =



Pasal 3
{1) Obiek Retribusi adalah pelavanan penvediaan
fasilitas DISET radisional /sederhan vand

barupa halaman/pelataran. los dan atau !1ﬁ vand

khusus disediakan untuk pedagang:

(2)Y Tidak termasuk obisk Retribusi adalah pglavanan

nenvediaan fasilitas pasar vana dimilikil

atau dikelola oleh pihak atau swasta merupakan

Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subiek Retribusi adalah orang pribadl atau ba

vana mengaunakan Tasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Pasar dicgolonokan sebaaai Retribusi Ja
Umum .

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

3

©

Tinakat Penagaunaan Jasa diukur berdasarkan luas.

jenis tempat dan kelas pasar vandg diaunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur
dan besarnva tarif retribusi dimaksudkan untuk
menutup biava penvelangadaraan penvediaan
pelavanan fasilitas pasar dendgan mempertimbanda-

<an kemampuan masvarakat. dan aspek keadilan:

{(2) Biava sebagalmana dimaksud pada  avat (1)
Pasal ini meliputi bilava penyusutan. biava bunaga

oiniaman. biava operasional dan pemeliharaan.
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
truktur tarif diaolonakan berdasarkan ienis
fasilitas vana terdiri atas halaman/pslataran.
los. dan atau kios. luas lokasi. dan Jianaka

waktu pemakaian:

Lokasi sebagalimana dimaksud pada ava (11
digunakan untuk menentukan kelas pasar:

Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada avat
ditetapkan oleh Bupati:

o8]

struktur dan besarnva tarif Retribusi untuk
masina-masina Pasar/Kios/Los ditetapkan sebaaal
berikut :

a. Pasar Bawah Banako

1. Pasar Lerena (Parmanen) : .
- Bagian Depan .......... Rp. 500.~ per M2
-~ Bagian Dalam .......... Rp. 350.~ per Mf
« Baglan ALas ... c. s Rp. 250.- per M~
- Badian Ats (los terbukalRp. 200.- per M2

2 Pasar Jl.Mavor Svamsudln

Uban ( Ruko ¥ ... Rp. 500.~ per M2
2. Pasar Simp.IVY (Permanen):

-~ Bagian Bawah .......... Rp. 500.~ per ME

- Bagian At3S ........... Rp. 300.~ pe&r Mi
4. Pasar Mesumai (Permanen}. Rp. 400.- par Mi
5. Rasar Harian ... .eevwws Rp. 200.~ par M~

b. Pasar Atas Banako :

5
BEPU s m e e w w5 e Rp. 400, per M;
simp. Terminal Bis Rp. 250.- per Mi
HBrian ... .ueewexws Rp. 200.~ par M

c. Pasar Rantau Panjiang
- s M2
1. Pasar INDresS . .wweeswwsw- Rp. 3I00.- DT Mq
5 pPasar Tabir Baru ........ Rp. 250.~ per Mi
Z. Pasar EKS Marda ......«-- Rp. 150.~ per M~

o . Pasar Pamenanda :

. 2
1 Pasar Harlan .. .o w«vxwa- Rp. 200.~ pe&r Mm
2. LOS P@rman@n ... w e ww e x - Rp. 200.~ pei M:
Z. Los Semi Permanen . ...... Bp. 150.~ par M:
4. Kios PEBrmanSn ...« ew o wnx Rp. 300.~ per M:
5. Kios Semi Permangn . ....-. Rp. 250.~ per M<
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d. Pasar Sungal Manau

1. Pasar Harian ............ Rp. 100.- per M2
2. LOS PErMANEN ... wwenenn. Rp. 200.- per M2
3. Los Semi Permanen ....... Rp. 150.- per M2
4. Kios Permanén ........... Rp. 400.~ per M2
5. Kios Semi Permanen ...... Rp. 300.~ per M2
@&. Pasar Mesural
1. Pasar Harian .......cc..- Rp. 100.- per M2
Z. LOos Parmann .. ...cuewwonn Rp. 200.~ per M2
3. Los Semli PErmangn ....... Rp. 150.~ per MZ
4. Kios Perman&n . .........- Rp. 400.- per M2
5. Kios Semi Permanen ...... Rp. 300.- per M2

(5) Pelaksanaan daripada ketentuan avat (4) huruf
a. b. ¢ dan d Pasal 8 Peraturan Daerah ini
ditetapkan denaan Keputusan Bupati.

BAB VII
LOKASI PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi vana teritana dipunaut di Kabupaten tempat
pelavanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Masa Retribusi adalah janaka waktu vana lamanva 1
(satu) Tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.
Pasal 11

Saat retribusi terutana adalah pada saat ditetap~
kannva SKRD.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

{1) Waiib Retribusi waiib menaisi SPJORD:

{2). SPAORD ..covv o v



(2) SPJORD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
diizi denaan Jdelas. benar dan lenakap serta
ditandatangani oleh Waiib Retribusi atau
kuasanvya:

(%) Bentuk. 1isi. serta Tata Cara penglsian  dan
penvampalian SRPAORD sebgalimana dimaksud pada avat
(1) ditetapkan aleh Bupatil.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13
(1) Berdasarkan SFEAORD sabadgalmana dimaksudkan
dalam Pasal 12 avat (1) ditetapkan retribusi

terutana dengan menserbiltkan SKRD:

(2) Apabila berdasarkan haslil pemeriksaan ditemukan
data baru dan atau data vana semula beslum
terunakap vang menvababkan psnambahai Jumlah
retribusi ¥an terutanda. maka dikeluarkan
SKRDKBT :

(3) Bentuk. isi. serta tata cara pensrbiltan SKRD
atau dokumen lain vana dipersamakan ssbadaimana
dimaksud apada avat (1) dan SKRDKBT sebaaaimana
dimaksud pada avat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1) Pemunautan Retribusi tidak dapat diboronakan:

(2) Retribusil dipungut dengan mendaunakan SKRD.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15
Dalam hal Waiib Retribusi tidak membavar tepat pada
waktunva atau kurana membavar. dikenakan sanksi
administrasi berupa bunda sebesar 5% (lima persen)
saetiap bulan dari retribusi vana terutana atau
kurana dibavar dan ditaaih dangan menaaunakan STRD.

BAB XIII ... .«uvuwuwuns
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(1)

(2)

10 ~

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16
Pambavaran Retribusi v and erutanda harus

dilunasi sekaligus:

Retribusi vang terutang dilunasi selambat~
lambatnyva 5 {(lima belas) harl seijak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain Vang

dipersamakan. SKRDKBT dan STRD:

Tata Cara pambavaran. panvetoran. tempat
pembavaran retribusi diatur dengan Keputusan
Bupati.

BAB X1V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17
Retribusi terutang bardasarkan SKRD atau
dokumen lain vandg dipersamakan. SKRDKBT. S3STRD.
Surat Keputusan Kebsratan wvang menyvababkan

Jumlah ret ribusi vang harus dibavar bertambah.
vang tidak atau Kkurana dibavar oleh Waiib
Retribusi dapat ditagih melelui ( BUPLN ) denaan
mengaunakan Surat Paksa:

Panagihan Retribusi melalul Surat Paksa
dilaksanakan berdasrkan peraturan perundang~

undangan vanag berlaku.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

Wailb Retribusi tertentu dapat menaaiukan
keberat an hanva kepada Kepala Daerah atau
peiabat vana dituniuk atas SKRD atau dokumen
lain van dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB:

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia denagan disertal alasan~alasan vana
ielas:
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(2)
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Dalam hal Waiib Retribusi menaaiukan keberatan
atas Kketetapan retribusi secara jabatan. Wsiib
Retribusi harus dapat membuktikan ketidak
benaran ketetapan retribusi tersebut:

Keberatan harus diajukan dalam ianaka waktu
walina lama 2 (dua) bulan seiak tangaal SKRD
atau dokumen lain vana dipersamakan. SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan. kecuali apabila waiib
retribusi tertentu dapat menuniukkan bahwa
danaka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekusaannva:

Kebaeratan vang tidak memanuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan (3) tidak
dianggap sebagal surat keberatan. sehingaa

tidak dipertimbanakan:

Penaaiuan keberatan tidak menunda kewaiiban
membavar retribusi  dan pelaksanaan penagihan
retribusi

Pasal 19

Bupati dalam Janaka waktu palina lama & (enam)
bulan seijak tanagal surat keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan vang
diaijukan:

Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebaglan. menolak atau  menambah

besarnva Retribusi vang terutana:
Apablla Janogka waktu sebagaimana dimaksud pada
avalt (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daesrah
tidak memberi suatu keputusan. kaberatan vang
diaijukan tersebut dianagap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20
Atas kelebihan pembavaran retribusi. Waiib
Retribusi dapat mengaijukan parmohonan

penagembalikan kepada Bupati:

Bupati dalam janaka waktu paling lama & (enam)
bulan sejak diterimanva permohonan kelebihan
pembavaran Retribusi ssbagsimana dimaksud avat
{1). harus memberikan keputusan:

(3). Apabila ... ...
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(4)
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Apabila  janaka waktu sebaaaimana dimaksud avat
(2) pasal ini telah dilaporkan kepada Bupati dan
tidak memberikan suatu keputusan. permohonan
panaembalian pembavaran Retribusi dianaaap
dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam janaka
waktu palina lama 1 (satu) bulan:

Apabila Waiib Retribusi mempunvai utang
Retribusi lainnva. kelebihan pembavaran
Retribusi sebaaaimana dimaksud avat (1)

lanagsuna diperhitunakan untuk melunasi terlebih
dahulu hutana Retribusi tersebut:

Penaembalian kelebihahan bembavaran retribusi
sebagaimana pada avat (1) dilakukan dalam janaka
waktu paling lama 2 (dua) bulan seiak
diterbitkan SKRDLB:

Apabila penasmbalian kelebihan pambavaran
Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)
bulan. Bupati memberikan imbalan bunaa sebesar
2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembavaran kelebihan Retribusi.

i

Fa

al 21

It

Fermohonan penasmbalian kelebihan pembavaran
retribusi diaiukan secara tertulis kepada Bupati
denaan sekurana~-kurananva menvsabutkan -

- Nama dan alamat Waiib Retribusi:
Masa. retribusi:

Besarnva kelebihan pembavaran:

- Alasan vang sinakat dan jelas.

Q0 o w

Permohonan penaembalian kelebihan pembavaran
retribusi disampaikan secara lanasundg atau
melalui pos tercatat:

Bukti pererimaan oleh Peiabat vana berwenana
atau bukti penairiman pos tercatat merupakan
bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

Penaembalian kelebihan retribusi dilakukan
denaan menerbitkan Surat Parintah Membavar
Kelebihan Retrbusi:

Arabila kelebihan pembavaran Retribusi
diperhitunakan dengan utana retribusi lainnva.
sebaaaimana dimaksud dalam pasal 20 avat (4)
pembavaran dilakukan denaan cara memindah buku-
kan dan bukti pemindah bukuan dJuaa berlaku
sebaaal bukti pembavaran.

BAB XVII ...........
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BAB XVII

PENGURANGAN. KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Passl 23

Bupati dapat memberikan penauranaan. . kerinaanan
dan pembebasan retribusi:

Penaurandan. kerinaganan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan
denaan memperhatikan kemampuan Waiib Retribusi:

Tata cara pengaurandan. kerinaanan dan
pembesbasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN
Paszal 24

Hak untuk malakukan penagihan Retribusi.
kadaluarsa setelah melampauli Jangka waktu 3
(tiga) tahun teritung seijak saat terutananva
Retribusi. kecualu apabila waliib retribusi
melakukan tindak pidana dibidana Retribusi: .
Kadaluwarsa penaaihan Retribusi sebaaaimana
dimaksud avat (1) tertanaauh apabila

a. Diterbitkan surat teauran: atau
b. Ada  penaakuan utana Reribusi baik lanasung
maupun tidak lanasuna.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
Waiib Retribusi yana tidak melaksanakan
kewaijibannva sehinaga meruaikan Keuangan Daerah
diancam pidana kurunaan palina lama 3 (tiga)
bulan atau denda palina banvak Rp. 2.500.000.~

(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Tindak pidana sebagimana dimaksud avat (1)
adalah peslancgaran.
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BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 2¢&

G\

Paiabat Peaawal Negaril Sipil tertentu
dilinakungan Pemerintah Daerah diberi ewenand
khusus sebagal panyidik untuk melakukan
penvidikan tindak Didana di bidanq mﬂroaiakan

Q”UHJQHQ Nomor 8 Tahun 1981 tantana Hukum
acara pldana:

Wewenana penvidik sebaaaimana dimaksud pada
avat (1) adalah :

a. Menerima. mencari. menaumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidanag Retribusi Dasrah agar
keteranaan atau laporan terssebut
meniadi lebih lenakap dan jslas:

b. Meneliti.mencari dan menoumpulkan keteranaan
mencaenal orand pribadi atau badan tentang
kebsnaran perbuatan vana dilakukan
sehubunaan dendan tindak pidana Retribusi

Daerah:

c. Meminta keterandan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubunagan denaan
tindak pidana di bidana Retribusi Dasrah:

d. Memerikss buku~buku., catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah:

e. Melakukan penasledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan . pencatatan dan
dokuman-~dikuman lain serta melakukan

penvitaan terhadap bahan buktl tersebut:

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangks
pelaksanaan tugas penvidikan tindak pidana di
bidana Retribusi Daerah:

a. Menvuruh erhenti. melarandg SEISSOr AN
meningaalkan ruandgan atau tempat pada saa
pemeriksaan sedang berlangsuna dan memeriksa
indentitas oranga dan atau dokumen vana dibawa
sebaagaimana dimaksud pada huruf e:

h. Memotret sesecrand vang berkalitan dengan
tindak pidana Retribusi Dasrah:

i. Memanagll ...... s



i. Memanaqil Grana untuk didenaar keteranaannva
dan diperiksa sebaqai tersanoka atau sakzi-

1. Menahentikan penvidikan:

K. Melakukan tindakan 1lain wvano parlu  untuk

kelancaran penvidikan tindak

Ratribusi mEnUrut hukum vana  dapat dipep -

tanaaung Jawaokan.

(3) Penvidik sebacaimana dimakaud vada  avat (1)

membsritahukan dimulainva penvidikan aan
Renvampaian  hazil  psnvidikan kepada penuntut

umum. sesuai dendan Keitentuan vana diatur dalam
Undana~Undana Nomor 8 Tahun 1981 tentanqa Huk um
Acara Pidana .

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

st
P
~.4

D

Danaan berlakunva Peraturan Dasrah ini. e
nakat T
9 Tahun 1995 tentang

Peraturan Dasrah Kabupaten Daerah Ti

Sarolanaun  Banale Nomor
Ketentuan-Ketentuan Tarif Sewa menvewa (MHak Pakai)
Pasar/Kios/Los Dalam Kabupaten Daerah Tinakat 17
Sarolanaun Bangkao serta Peraturan Dasrah
Perubahannva dinvatakan dicabut dan tidak berlaku
laagi.

Fasal 28

Hal~hal vana belum diatur dalam Feraturan Daerash

ini. sepaniang menaenal pelaksanaannva diatur lehih
laniut oleh Bupati.

Peraturan ODaerah ini mulai barlaku pada tanoaz?
diundanakan .



Agar setiap orandg dapat menaetahuinva . memerintahkan

Pengundarnaal ran Daarah ini dengan
menempatkannva dalam Lembaran Dasran Kabupaten

Meranain.

Disvahkan di Banagko

Pada tanggal 28 Maret 2000.

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANT YUTAKA. SH

Diundangkan dalam Lembaran Dasrah

Kabupaten terangin Nomor : 10

Tahun 2000 tanaaal - 10 Juni 2000
Seri : B Nomor : &

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DRS. H.M. AZIZ YUSUF.

PEMBINA TK.I NIP. 010055981.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah inl dissbut Peraturan Daerah kabupaten
Merangain tentana Retribusi Pasar. Penvusunan Peraturan Daerah
ini adalah sebagal penaganti Peraturan Daserah Tinakat II
Saroclanaun Banako Nomor 9 Tahun 1995 tentang PRerubahan
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinagkat I1I
Sarolanaun Banako Nomor 9 Tahun 1972 tentang Ketentuan-
ketentuan Tarif Sewa-Menvewa (Hak Pakal) Pasar/Xios/Los Dalam
Kabupaten Dasrah Tinakat II Sarolanoun Banako. PRerubahan
Peraturan Dasrah 1ini adalah sebagsaili tindak lanjut dari

pelaksanaan Undang~undang Nomor 18 Tahun 1997 tentanga RPajak
Dasrah dan Retribusi Daeserah. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputussn Menteri

Dalam Neasri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan
Jenis~jenis Retribusi Daesrah Tinakat I dan Tinokat II. dimana
Retribusi Pasar termasuk dalam jenis retribusi Jasa Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (2) huruf a Undang-
undana Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dasrah dan Retribusi
Daerah. Pasal 2 avat (2) huruf T Psraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1997 tentana Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf a angka
& Keputusan Menteri Dalam Negaeril Nomor 119 Tahun 1998 tsntandg
Ruana Linakup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tinakat I dan
Dasrah Tinakat II.

Penetapan Peraturan Daerah 1ini agar dapat menjiamin
terlaksananva usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). sehingaa dendan kemampuan keuangan vang
semakin meninagkat akan memeberi manfaat besar bagl pembiavaan
Pemerintah dan Pembangunan Dasrah. Salah satu sumber
Pendapatan Asli Daesrah (PAD) dalam menuniang otonomi daerah
vand memiliki peran penting didalam pemblavaan pembanaunan
daerah adalah melalul pungutan atas Retribusi Pasar sehingaa
diharapkan meninakatkan efektivitas dan efesiensi Retribusi
Daerah serta meninakatkan mutu dan Jdenis pelavanan Kkepada
Masvarakat.

PENJELASAN PASAlL. DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas.
Pasgl 2 Cukup Jslas.
Rasal 3 Cukup Jelsas.
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Cukup Jelas.
Cukup Jelsas.
Cukup Jelas.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup
Cukup Jelas.
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Cukup Jel

Cukup Jelas.
Cukup Jslas.
Cukup Jelss.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas
Cukup Jelas.
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